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BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 600/47 /Kpts/Bpt-PS/2019

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mencegah perumahan dan kawasan
permukiman kumuh di Kabupaten Pesisir
Selatan, Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah perlu membantu masyarakat untuk
memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni;

b. bahwa nama-nama Penerima Bantuan perbaikan
Rumah Tidak Layak Huni yang tercantum dalam
lampiran Keputusan ini telah memenuhi
persyaratan menjadi penerima Bantuan
Perbaikan Rumah Tidak Layak  Huni,
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 600/153.2/S-Kep/Perkimtan-2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan
tentang Penetapan Penerima Bantuan Perbaikan
Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2019;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Daerah Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor
21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-
Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indoensia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembara Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5883);



10.

11,

12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010
tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan;

Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014
tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun
2014 tentang Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menter1 Dalam Negeri Nomor 13 7Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah
Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 lentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun
2014 tentang Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20
Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Penerima Bantuan Perbaikan Rumah

Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2019, Sebagaimana

tercamtum dalam lampiran dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Kabupaten  Pesisir Selatan wajib memenuhi

persyaratan, sebagai berikut :

a. masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang
berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan yang
dibuktikan dengan mencantumkan fotocopy KTP
dan Kartu Keluarga;

b. penerima bantuan  merupakan Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) dibuktikan dengan
surat keterangan penghasilan;

c. memiliki lahan/tanah untuk pembangunan rumah;
dan

d. Belum pernah menerima Bantuan Perbaikan
Rumah Tidak Layak Huni.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Pada Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Di tetapkan di Painan
Pada tan 3\ Oktober 2019

BUPATI P SELATAN,

ONI
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